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ABSTRAK 

Manusia saling berinteraksi untuk memenuhi seluruh 

kebutuhan hidup baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder 

dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. yang terjadi di lapangan 

adalah kurir pengambilan darah yang terjadi di Rumah Sakit Urip 

Sumoharjo  dengan meminta imbalan Sebesar (Rp 100.000,- 

Perkantong darah). Sedangkan biaya perjalanan dan resiko perjalanan 

di tanggung kurir. Penawaran tersebut adalah nominal yang 

ditawarkan oleh jasa kurir, Rumusan masalah dalam penelitian ini, 1) 

Bagaimana penetapan jasa kurir sistim perkantong dalam pengambilan 

darah di RS Urip Sumoharjo Bandar Lampung? 2) Bagaimana 

tinjauan Hukum Islam Penetapan Jasa Kurir Sistim Perkantong dalam 

Pengambilan Darah di RS Urip Sumoharjo Bandar Lampung?  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka dapat 

diambil tujuan peneliti sebagai berikut: Untuk pengetahui bagaimana 

penetapan jasa kurir sistim perkantong dalam pengambilan darah di 

RS Urip Sumoharjo Bandar Lampung, untuk mengetahui bagaimana 

tinjauan hukum Islam tentang terhadap  penetapan jasa kurir sistim 

perkantong dalam pengambilan darah di Rumah Sakit Urip Sumoharjo 

Bandar Lampung. Adapun jenis penelitiannya yaitu penelitian 

lapangan dengan metode deskriftif. Data yang diambil melalui 

observasi, waancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil peneltian 

dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik jasa kurir pengambilan darah 

yang ada di rumah sakit Urip Sumoharjo bukan sarana pelayanan yang 

disediakan rumah sakit melainkan peraktik perorangan atau kelompok 

diluar perosedur Rumah Sakit. Kurir berkeliling di sekitar Rumah 

sakit untuk mencari Resepien  yang membutuhkan transfusi darah, 

biaya Jasa pengambilan darah yang ditawarkan Kurir kepada resepien 

yaitu sebesar Rp.350.000,- dengan rincian Rp.100.000,- jasa 

pengambilan darah oleh kurir dan Rp. 250 000,- biaya oprasional di 

PMI (palang merah indonesia). Jika stok darah di PMI habis kurir pun 

siap mencarikan pendonor. 

Akan tetapi sebelum mencarikan pendonor, kurir 

menyarankan kepada respesien untuk mendapatkan pendonor dari 

keluarga respesien terlebih dahulu sebelum mendapatkan pendonor 

dari luar keluarga respesien. apabila pendonor dari keluarga pasien 

maka biaya jasa sang kurir pung tetap Rp. 100.000,- dan apabila 

pendonor dari pihak sang kurir biaya jasa kurirpun berbeda yaitu 

sebesar Rp.150.000,-. ini sudah include dengan jasa kurir yang 

ditawarkan. pendonor biasanya didapatkan dari kerabat, tim ataupun 
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kurir itu sendiri.  kurir memiliki jaringan di berbagai media sosial  

ataupun grup pendonor darah biaya tambahan Rp.50.000,-. diberikan 

kepada pendonor  oleh kurir. 

Hukum Islam memandang mengenai transaksi kurir 

pengambilan darah diperbolehkan karena, rukun dan syarat ijarah‟ 

terpenuhi, kedua belah pihak sama-sama mendapatkan manfaat dari 

transaksi tersebut. Dilihat dari urgensi jasa kurir darah di dalam 

kegiatan bermuamalah diperbolehkan selama kedua belah pihak 

(aqidain) tidak dirugikan satu sama lain.  

 

 

Kata Kunci: Kurir, Kantong Darah, Hukum Islam 
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MOTTO 

 

ْ قاَلَ : وَ عَنْ أَبِِ سَعِيْدٍ الخُْدْرِي رَضَِِ اُلله عَنْهُ أَنَّ النَّبَِِ صَلََّّ اُلله  علَيَْهِ وَسَلََّّ

ا فلَيْسَُمِّ لََُ أَجْرَتهَُ.) رَوَاهُ عَبْدُ الرَزَا قُ(. تَاْجَر اَجِيًْْ  مَنِ اس ْ

 

“Dari Abu Sa’id Al Kudri Radliyallaahu 'anhu Nabi Shallallaahu 

'alaihi wa Sallam bersabda barang siapa mempekerjakan para 

pekerja maka tentukanlah upahnya”(HR. Abdurozaq) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Penegasan judul dalam skripsi ini digunakan sebagai 

kerangka awal agar mendapatkan gambaran yang jelas dan 

memudahkan pemahaman dan tidak ada yang salah dalam 

menafsirkan maka diperlukan adanya penegasan pengertian dari 

beberapa istilah yang ada dan terkait dengan tujuan judul ini. 

yaitu “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistim Penetapan Upah 

Jasa Kurir Dalam Pengambilan Kantong Darah (Studi di RS Urip 

Sumoharjo Bandar Lampung)”, maka perlu  adanya penegasan 

terhadap arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait. Oleh 

karena itu pada sub bab ini peneliti akan memaparkan maksud 

dari pengertian dan istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut: 

1. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi 

bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar, dan 

kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut 

tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan 

benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia 

dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan 

dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam 

masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam 

sekitarnya
1
 

2. Jasa kurir adalah sebuah layanan pengiriman barang yang 

dilakukan secara langsung. Yang membedakannya dengan 

jasa pengiriman adalah kemudahan, kecepatan dan juga 

keamanan.
2
 

3. Penetapan harga jasa adalah proses menetapkan nilai yang 

akan diterima produsen dalam pertukaran jasa dan barang. 

                                                     
1 Abdul Ghani Abdullah, Pengantar Hukum Islam dalam Tata Hukum 

Indonesia (Jakarta: PT. Aksara, 1994), 56.  
2Brigita Vanesa, “Apakah jasa kurir bias di percaya,” Parseldasy, 2016,  

http://www.parselday.com/blog/apakah-jasa-kurir-bisa-dipercaya/. 

http://www.parselday.com/blog/apakah-jasa-kurir-bisa-dipercaya/
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Metode pricing dilakukan untuk menyesuaikan biaya yang 

ditawarkan produsen yang sesuai dengan produsen dan 

pelanggan.
3
 

4. Darah adalah cairan tubuh pada manusia  yang mengangkut 

senyawa penting seperti nutrisi dan oksigen ke dalam sel dan 

mentranspor produk buangan metabolik dari sel. Darah adalah 

komponen penting dalam tubuh kita.
4
 

Berdasarkan dari penegasan judul tersebut dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul penelitian ini 

adalah suatu kajian tentang bagaimana  Penetapan harga pada 

jasa kurir yang menggunakan sistim perkantong dalam 

pengambilan darah, dan penelitian ini ditinjau dari hukum 

Islam.   

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pada hakikatnya seluruh umat manusia di bumi ini 

saling membutuhkan  satu sama  lain karena manusia merupakan 

makhluk sosial. Manusia saling berinteraksi untuk memenuhi 

seluruh kebutuhan hidup baik kebutuhan primer maupun 

kebutuhan sekunder dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. 

Manusia tidak pernah lepas dari kehidupan berekonomi. Dalam 

ekonomi terdapat suatu perikatan antara yang satu dengan yang 

lain sehingga menimbulkan hubungan hukum terhadap mereka 

yang melakukan perikatan. Sebaiknya, manusia sebagai 

mahluk sosial harus berperan penting bagi orang lain,  Dalam 

bersosialisasi antar sesama manusia, manusia akan tercipta 

hubungan yang harmonis antar sesama manusia dan 

masyarakat, damai, rukun, dan tentram. Dalam berinteraksi ini 

juga akan tercapai kemaslahatan bersama karena secara tidak 

langsung terjadi kebaikan dengan saling tolong menolong antar 

sesama umat manusia. Hukum Islam yaitu peraturan yang 

mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal 

                                                     
3Sugipriharto, Metode Penetapan Harga (Jakarta: PT. Aksara, 2020),47. 
4 Desmawati, Sistim Hematologi dan Imunologi (Jakarta: Penerbit In Media, 

2013),56. 
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tukar menukar harta. Jasa, dan benda,  Menurut A. Warson 

Munawir yaitu perlakuan hubungan kepentingan seperti jual 

beli, sewa-menyewa, barang dan jasa, dan sebagainya. 

Kata Ijārah berasal dari kata bahasa Arab al- Ijārah 

yang artinya "menyewakan sesuatu" atau "menyediakan jasa 

dan barang sementara dengan imbalan berupa upah". Ijārah 

adalah istilah dalam fikih (ilmu tentang hukum Islam) yang 

praktiknya dapat dijumpai dalam sektor perbankan dan 

keuangan Islami. dan tempat-tempat yang berkaitan dengan 

pembayaran atau pengupahan, Dalam sewa-menyewa barang, 

atau jasa diatur dalam al-Qur‟an salah satunya dalam firman 

Allah SWT surah Az-Zukhruf ayat 32 yang berbunyi:  

هيَْا  تََمُْ فِِ امحَْيٰوةِ الدُّ عِيْش َ نُ كسََمْنَا بيَنََْمُْ مَّ ِّمَ نََْ اَهُُْ ًلَْسِمُوْنَ رَحَْْتَ رَب

تُ وَرَفعَْنَا بعَْضَ  رِيًّا وَرَحَْْ يُمْ فوَْقَ بعَْضٍ دَرَجٰتٍ مِيَّخَّخِذَ بعَْضُيُمْ بعَْضًا سُُْ

مَعُوْنَ  ا يََْ مَّ ِّمَ خَيٌْْ مِّ  رَب

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? 

Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam 

kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian 

mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar 

sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan 

rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka 

kumpulkan”.(Qs Adzukruf (43) : 32). 

 

Ayat 32 surat Az-Zukhruf di atas memberikan 

penjelasan bahwa sesama manusia haruslah saling menolong 

satu sama lain, salah satu bentuk dari tolong menolong adalah 

dengan memberi bantuan kepada orang lain yang membutuhkan 

melalui sewa menyewa barang atau jasa dengan tujuan 

memenuhi kebutuhan hidupannya. Biasanya sebuah sewa 

menyewa banyak sekali hal-hal yang bisa disewakan salah 

satunya sewa-menyewa jasa kurir yang tentunya menggunakan 

akad. Salah satu akad dalam sewa-menyewa adalah akad 

mukhabarah adalah mengerjakan pekerjaan orang yang lain 
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yang sedang sibuk mengerjakan pekerjaan lain nya seperti 

menjadi kurir pengambilan darah yang terjadi di RS Urip 

Sumoharjo  dengan imbalan mendapatkan (Upah Rp 100.000,- 

Perkantong darahn ya). Sedangkan biaya perjalanan dan resiko 

perjalanan di tanggung kurir. 

Penawaran tersebut adalah nominal yang ditawarkan 

oleh jasa kurir, di karenakan pihak keluarga pasien sedang sibuk 

mengurusi pasien yang sedang sakit dan membutuhkan 

beberapa kantong darah, mau tidak mau keluarga pasien harus 

menggunakan jasa kurir tersebut, supaya pasien tetap ada yang 

merawat dan menjaga. 

Di dalam fiqh Islam perjanjian sewa-menyewa jika 

terjadi ketidakjelasan atau keingkaran dalam penugasan 

pengambilan darah dengan keluarga pasien maka akan gugur. 

Oleh karena itu dalam melakukan perjanjian haruslah sesuai 

dengan syara‟. Meskipun dalam nya tidak ada pihak yang 

merasa dirugikan, namun hal ini tetap terjadi ketimpangan 

karena masih ada kesamaran dalam pelaksanaan  sewa-

menyewa jasa kurir pengambilan darah  di awal perjanjian. 

Di Indonesia saat ini sudah terbilang umum sekali 

mengenai jasa kurir pengantar surat, makanan, dan barang,  

namun yang terjadi saat ini adalah jasa kurir penjemputan dan 

pengataran darah, yang saat ini terjadi pada beberapa rumah 

sakit yang salah satunya ada di Bandar lampung ini. 

Transaksinya kurir pengambilan darah, sama sekali tidak ada 

hubungannya dengan pihak rumah sakit ini membutikkan 

bahwa ini menandakan suatu oprasional yang ilegal bila terjadi 

persengketaan atara respesien dan sang kurir maka pihak 

rumahsakit tidak  ikut campur. 

Mereka tidak mempunyai komunitas atau perkumpulan 

atau perusahaan, bisa dikatakan  tanpa ijin dari pihak rumah 

sakit ataupun pemerintah setempat, namun sudah menentukan 

tarif sesuai yang mereka ingin kan, tanpa memikirkan  keadaan 

pasien dan keadaan ekonomi keluarga pasien.  

Hal tersebut sama halnya seperti pungutan liar, mencari 
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kesempatan dalam kesempitan orang lain, Menurut para ulama, 

pungli atau Al-Muksu termasuk dosa besar dan seburuk-

buruknya perbuatan maksiat dalam Islam. Hal ini karena 

pungutan liar semacam ini hanya menyusahkan dan menzalimi 

orang lain. Pungli termasuk perbuatan mengambil harta orang 

lain dengan batil dan dengan jalan yang tidak benar, 

sebagaimana halnya mencuri.
5
 

Dalam  surah Al-Baqarah ayat 188, Allah dengan tegas 

melarang mengambil harta orang dengan cara yang batil ini. 

Allah berfirman; 

نْ  مِ مِخأَكُُُِوْا فرًَِلْاً مِّ وَلََ ثأَكُُُِوْا اَمْوَامكَُِْ بيَْنكَُِْ بِِمبَْاظِلِ وَثدُْموُْا بَِِا اِلََ امحُْكََّّ

ثِْْ وَاَهتُُْْ ثعَْلمَُوْنَ    اَمْوَالِ امنَّاسِ بِِلَِْ

“Dan janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan 

jalan yang batil, dan (janganlah) kalian menyuap dengan harta 

itu kepada para hakim, dengan maksud agar kalian dapat 

memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, 

padahal kalian mengetahui.”(Qs.Al-Baqarah (2) :188). 

Dalam hal ini membuat ketidak jelasan dalam akad 

perjanjian di awal karena masih ada kesamaran-kesamaran 

dalam nya. Adapun hal yang akan diteliti dalam proses sewa 

menyewa jasa tersebut adalah sewa- menyewa jasa kurir 

penjemputan dan pengantaran darah yang sudah menetapkan 

tarif per kantong darah pada RS Urip Sumoharjo Bandar 

Lampung, karena masalah ini menarik untuk di teliti dan juga 

merupakan masalah yang menyangkut hukum Islam, karena 

menyangkut dengan sewa-menyewa yang tidak jelas akad 

perjanjiannya atau bisa jadi terdapat keingkaran yang berarti 

tidak sesuai dengan kehendak syara‟. 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis meneliti 

permasalahan ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam 

                                                     
5 Moh Juriyanto, Hukum Pungutan Liar Dalam Islam (Jakarta: Grafindo 

Media Pertama, 2018),51. 
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terhadap Penetapan Jasa Kurir Sistim Perkantong dalam 

Pengambilan Darah (Studi di Rumah Sakit Urip Sumoharjo 

Bandar Lampung)”. 

 

C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas maka fokus 

penelitian dalam penulisan ini adalah terletak dalam 

pelaksanaan perjanjian penetapan jasa kurir sistim perkantong 

dalam pengambilan darah dilihat dari tinjauan Hukum Islam. 

Adapun fokus dalam penelitian ini pada tinjauan hukum islam 

terhadap sistim penetapan upah jasa kurir dalam pengambilan 

kantong darah di RS Urip Sumoharjo Bandar Lampung sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana sistim penetapan upah jasa kurir dalam 

pengambilan darah perkantong di RS Urip Sumoharjo 

Bandar Lampung? 

2. Bagaimana penetapan upah jasa kurir sistim perkantong 

dalam pengambilan darah berdasarkan tinjauan hukum 

Islam? 

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1.  Bagaimana mekanisme penetapan jasa kurir sistim 

perkantong dalam pengambilan darah di RS Urip 

Sumoharjo Bandar Lampung? 

2.   Bagaimana tinjauan Hukum Islam Penetapan Jasa Kurir 

Sistim Perkantong dalam Pengambilan Darah di RS Urip 

Sumoharjo Bandar Lampung? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka 

dapat diambil tujuan peneliti sebagai berikut: 
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1. Untuk pengetahui bagaimana penetapan jasa kurir sistim 

perkantong dalam pengambilan darah di RS Urip 

Sumoharjo Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam 

terhadap  penetapan jasa kurir sistim perkantong dalam 

pengambilan darah di RS Urip Sumoharjo Bandar 

Lampung. 

 

F. Manfaat Penelitian  

 Sehubungan tujuan penelitian, maka dapat diambil 

manfaat penelitian sebagai berikut: 

1. Secara teoristis, penelitian ini digunakan untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan mengenai sistim sewa-menyewa 

jasa yang terus berkembang di lingkungan masyarakat, juga 

dapat diharapkan untuk mampu memberikan pemahaman 

tentang sewa-menyewa jasa sesuai dengan tinjauan hukum 

Islam. 

2. Secara praktis, penelitian ini betujuan sebagai syarat 

memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana 

Hukum di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

 Agar tidak terjadinya pengulangan penelitian maka 

diperlukan penguraian dari penelitian-penelitian terlebih dahulu 

yang sudah pernah diteliti oleh peneliti lain. Sudah ada 

beberapa karya tulis yang mengangkat tema Penetapan Jasa 

Kurir Sistim Perkantong dalam Pengambilan Darah. 

 Pertama dari skripsi atas nama Edi Wijayanto NIM 

1000,-11006  Fakultas Agama Islam  Universitas 

Muhammadiyah Surakarta menjelaskan  Ijārah yaitu penjualan 

manfaat atau salah satu bentuk aktivitas antara dua belah pihak 

yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling 

meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong 
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yang diperintahkan oleh agama.
6
 Dalam fiqih Islam Ijārah 

memeberikan sesuatu untuk disewakan, menurut fatwa DSN 

ijarah‟ didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna 

(manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan sewa, 

tanpa diikuti dengan pemindahan barang itu sendiri. Di dalam 

penetapan ujroh yang ada di BMT Al-Madinah Jajar Laweyan 

Surakarta dimana dalam pambagiannya tersebut dengan 

menggunakan hasil kesepakatan oleh kedua belah pihak yang 

ada di BMT tesebut, sehingga menjadi peluang peneliti untuk 

obyek kajian penelitian yang dapat memberikan kontribusi 

pemikiran dalam bidang Ijārah, khususnya bagi para pelaku  

yang menggunakan Akad Ijārah. 

 Kedua Skripsi Atas Nama Putri Rahmawati  NPM. 

1521030404 Jurusan Muamallah Fakultas Syariah UIN Raden 

Intan Lampung Menjelaskan Analisis Hukum Islam dan Hukum 

Positif Tentang Transaksi Penyediaan Darah Unit Transfusi 

Darah Cabang Pembina PMI Provinsi Lampung merupakan 

pelayanan penyediaan darah untuk masyarakat Lampung. 

Permasalahan dalam praktik penyediaan darah yang terjadi di 

UTD PMI Provinsi Lampung yaitu belum ada kejelasan 

mengenai Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) yang 

dianggap terlalu besar dan banyak masyarakat berasumsi bahwa 

UTD PMI Provinsi Lampung melakukan jual beli darah. Ada 

juga pihak resipien dan kurir yang dimana darah tersebut 

ditransaksikan dengan imbalan uang atas jasa pengantar 

darah.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

praktik penyediaan darah pada Unit Transfusi Darah Cabang 

Pembina PMI Provinsi Lampung, bagaimana pandangan hukum 

Islam dan hukum Positif tentang praktik penyediaan darah pada 

Unit Transfusi Darah Cabang Pembina PMI Provinsi 

Lampung.
7
 

                                                     
 6 Edi Wijayanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap  Akad 

Pembiayaan Ijărah” (Skripsi, Surakarta, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, 

2012),16. 
7 Putri Rahmawati, “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang 

Transaksi Penyediaan Darah” (Skripsi, Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 

2018),12. 
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 Ketiga Skripsi atas nama Nirwana NIM: 15.2200.133 

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN 

Parepare Menjelaskan sistim transfusi darah palang merah 

indonesia perspektif hukum Islam (Studi di Unit Transfusi 

Darah Cabang Parepare) dibimbing oleh Rahman Ambo Masse 

dan M. Ali Rusdi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana perspektif Hukum Islam dalam melakukan sistim 

transfusi darah, penelitian ini dapat menjadi suatu gambaran 

yang menegaskan bagaimana Sistim Transfusi Darah Palang 

Merah Indonesia Perspektif Hukum Islam (Studi di Unit 

Transfusi Darah Cabang Parepare) hal tersebut dapat dijadikan 

patokan yang positif dalam sistim transfusi yang dilakukan. 

Sistim hukum transfusi darah ini dapat di ketahui halal atau 

tidaknya bagaimana hukum Islamnya dapat di ketahui dengan 

hasil yang dijelaskan oleh Al-Qur’an ,Hadis, Fatwa, pendapat 

ulama, prinsip-prinsip hukum Islam dan akademisi yang 

bersangkutan yang betul-betul mengetahui jalur sistim transfusi 

darah mengenai hukum Islam.
8
 

 Keempat Artikel atas nama Nahdlotul Fadilah Dari 

Universitas Airlangga Menjelaskan  Legalitas Biaya Pengganti 

Pengolahan Darah dalam Pelayanan Darah. Kesehatan 

merupakan hak asasi manusia yang patut dijamin oleh 

pemerintah, salah satunya pembiayaan dalam pelayanan darah 

sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 pelaksana 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Dengan adanya 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014, 

memberikan jalan untuk pemungutan biaya kepada pasien yang 

membutuhkan darah yang disebut biaya pengganti pengolahan 

darah, akan tetapi masih ada petugas unit transfusi darah (UTD) 

atau bank darah rumah sakit (BDRS) yang mencari keuntungan 

pribadi di dalam biaya yang dipungut dari pasien. Dengan 

menarik dua pokok permasalahan mengenai biaya yang 

dipungut dari pasien dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana 

                                                     
8 Nirwana, “Sistim Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Perspektif  

Hukum Islam” (Skripsi, Parepare, IAIN Parepare, 2020),20. 
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dan pertanggungjawaban pidana pelaku pemungut biaya dalam 

pelayanan darah. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan 

metode penelitian yuridis normatif serta menggunakan 

pendekatan masalah secara statute approach dan conceptual 

approach, yang pembahasan menunjukkan bahwa pemungutan 

biaya pengganti pengolahan darah dapat dikualifikasikan 

menjadi tindak pidana jual beli ketika terdapat pemungut biaya 

kepada masyarakat yang melebihi dari 50% dari biaya 

pengganti pengolahan darah perkantong dari UTD dengan 

batasan harga maksimal Rp 360.000,- dan Pertanggungjawaban 

pidana terkait 2 subjek hukum.
9
 

 Kelima Artikel atas nama La Jamaa Dari Fakultas 

Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon Menjelaskan 

Penalaran Hukum Islam Terhadap Donor Darah Antar Orang 

Berbeda Agama. Transfusi darah erat kaitannya dengan fungsi 

kekhalifahan manusia di bumi dalam menjalin relasi yang 

harmonis dan maslahat untuk kemanusiaan antar sesama, tanpa 

dibatasi oleh perbedaan keyakinan (agama) antara donor dengan 

resipien. Karena itu donor darah antar orang yang berbeda 

agama, dalam perspektif hukum Islam adalah boleh. Begitu 

pula pembiayaan pada Unit Donor Darah pada PMI untuk 

kepentingan transfusi darah, tidak identik dengan komersialisasi 

(jual beli) darah, sehingga dibolehkan dalam hukum Islam. Di 

samping itu donor darah tidak menimbulkan akibat hukum 

berupa kemahraman terhadap donor dan resipien.
10

 

 

H. Metode Penelitian  

 Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-

langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah. Jadi metode 

penelitian adalah cara sistimatis untuk menyusun ilmu 

                                                     
9Nahdlotul Fadilah, “Legalitas Biaya Pengganti Pengolahan Darah dalam 

Pelayanan Darah,” Jurist-Diraction Volume 2 no. 3 (2019): 105–24, 
https://doi.org/10.204373/jd.v2i3,14371. 

10La Jamaa, “Penalaran Hukum Islam Terhadap Donor Darah Antar Orang 

Berbeda Agama” (Skripsi, Ambon, IAIN Ambon, 2014),12.  
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pengetahuan.11 Metode yang di lakukan dalam penelitian ini 

adalah metode kualitatif. Karena metode ini dapat 

mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial. 

1. Jenis dan sifat penelitian 

a. Jenis penelitian 

  Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan 

yaitu penelitian yang bertujuan guna mengumpulkan data 

langsung dari sumber lokasi atau lapangan. Pada 

dasarnya penelitian lapangan ini adalah metode untuk 

menemukan realitas yang sedang terjadi di tengah-tengah 

lingkungan masyarakat. Penelitian ini di lakukan Di 

Palang Merah Indonesia (PMI) yang ada di Jl Sam 

Ratulangi Bandar Lampung. 

b. Sifat penelitian 

 Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk 

menyajikan gambaran yang sedang berlaku saat ini 

mengenai realita sifat-sifat serta hubungan anatara 

fenomena-fenomena yang sedang diselidiki. 

 

2. Sumber data 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Data primer 

 Data primer adalah data yang diperoleh 

secara langsung dari responden. Dengan hal ini maka 

data yang didapat peneliti berasal dari pelaku sewa-

menyewa jasa kurir sistim perkantong yang berada di RS 

Urip Sumoharjo, Bandar Lampung. Dengan cara 

mewawancarai pihak konsumen dan produsen.  

b. Data sekunder 

 Data sekunder yaitu sumber-sumber 

informasi yang diperoleh peneliti guna menjadi bahan 

                                                     
11 Suryana , Metodologi Penelitian,(Bandung:PT. Pustaka Kencana, 2010), 

78. 
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penunjang dan melengkapi dalam melaksanakan 

penganalisisan. Sumber-sumber data tersebut meliputi 

dari buku-buku, Al-Qur‟anHadist, jurnal dan literature 

lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian 

tersebut. 

 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian 

mungkin beberapa manusia, gejala-gejala, benda-benda, 

pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang menjadi 

obyek penelitian.
12

 adapun populasi dalam penelitian ini 

adalah Penyedia jasa kurir darah,dokter, perawat, 

Keluarga pasien Rumah Sakit Urip Sumaharjao Bandar 

Lampung yang berjumlah 13 orang dalam jangka waktu 

dua bulan pada tanggal 4 April 2022 sampai 25 Mei 

2022. 

b. Sampel 

    Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi 

yang terpilih dan mewakili populasi tersebut. 

Pengambilan sampel pada penelitian ini dengan cara 

purvosive sampeling yaitu penarikan sampel dilakukan 

dengan cara mengambil subyek yang didasarakan pada 

tujuan tertentu.
13

 Sampel dalam penelitian ini adalah kurir 

dan pasien Rumah Sakit Urip Sumoharjo yang 

melakukan praktik jasa kurir dalam pengambilan kantong 

darah sebanyak 9 orang terdiri dari 2 kurir darah 2 

pegawai PMI 2 perawat RS Urip Sumoharjo dan 3 pasien 

yang membutuhkan donor darah. Kurir darah dan pasien 

yang membutuhkan donor merupakan kriteria sampel 

pada penelitian ini. 

                                                     
12 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode dan Penelitian Hukum 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),30. 
13 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2010),119.  
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4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan teknik yang di 

lakukan dalam penelitian oleh peneliti. Pengumpulan data 

guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk 

mencapai tujuan dalam penelitian. Tanpa metode 

pengumpulan data, penelitian ini tidak akan memberoleh data 

secara lengkap. Oleh karena itu dalam penelitian ini, 

pengumpulan data menggunakan beberapa metode, yakni:  

a. Wawancara (interview) 

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab 

pengumpulan data secara langsung dari responden yang 

terlibat di lapangan untuk mendapatkan informasi. 

Dengan ini peneliti melakukan kegiatan wawancara 

dengan penyewa jasa kurir pengambilan darah 

berdasarkan pada masalah yang akan diteliti. Pada 

praktiknya peneliti menyiapkan beberapa daftar 

pertanyaan yang diajukan langsung kepada penyewa jasa 

kurir pengambilan darah. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah salah satu cara untuk 

memperoleh data dan informasi yang berbentuk buku, 

arsip, surat kabar, majalah, dan sebagainya yang dapat 

mendukung penelitian ini. 

 

5. Metode Pengolahan Data 

Setelah seluruh data hasil observasi dan wawancara 

terkumpul maka di lakukan pengolahan data seperti berikut: 

a. Pemeriksaan data (editing) yaitu memeriksa terhadap 

kelengkapan dari data yang telah dikumpulkan untuk 

mengadakan pemeriksaan kembali melalui studi lapangan, 

studi pustaka dan dokumen yang dianggap relevan tentang 
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prespektif hukum Islam  terhadap praktik Penetapan Jasa 

Kurir Sistim Perkantong dalam Pengambilan Darah Studi 

di RS Urip Sumoharjo Bandar Lampung. 

b. Rekonstruksi data (reconducting) yaitu mengurutkan 

kembali data dengan berurutan, teratur, dan dapat mudah di 

pahami. 

c. Sistimatika data (systematizing) yaitu mengurutkan 

kerangka sistimatika bahasan yang sudah di edit 

berdasarkan urutan masalah dan klasifikasi data. 

 

6. Analisis Data 

Dari data yang sudah diperoleh, maka selanjutnya 

data tersebut akan dianalisis, analisis data merupakan proses 

bagaimana data-data yang sudah diperoleh dianalisis guna 

mendapatkan kesimpulan, baik dari data lapangan maupun 

kepustakaan. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode 

analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menganalisis, 

menggambarkan dan menyimpulkan fenomena dari data-data 

yang dikumpulkan berupa hasil dari wawancara mengenai 

masalah yang diteliti dan terjadi di lapangan. 

Metode berpikir dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang 

suatu gejala-gejala yang bersifat khusus untuk mendapatkan 

kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang umum terhadap 

fenomena yang di selidiki. Maksudnya adalah menarik 

kesimpulan yang bersifat khusus kemudian disimpulkan 

menjadi kesimpulan yang bersifat umum. 

 

I. Sistimatika Pembahasan 

Sistimatika pembahasan dilakukan penulis guna 

mempermudah dalam penulisan skripsi, maka penulis 

menyusun menjadi 3 bagian, yaitu: bagian awal, bagian isi 

dan bagian penutup. Bagian isi dalam penelitian ini penulis 

menyusun ke dalam 5 bab yang rinciannya sebagai berikut: 
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Bab I Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan penegasan 

judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode 

penelitian dan sistimatika pembahasan. 

Bab II Landasan teori,  pada bab ini menguraikan teori 

ijarah‟, dasr hukum ijarah‟, rukun dan syarat ijarah‟, 

macam-macam ijarah‟, hukum ijarah‟  atas pekerjaan, 

berakhirnya akad ijarah‟, ujrah. 

Bab III Deskripsi objek penelitian, pada bab ini dibahas 

tentang gambaran umum Rumah Sakit Urip Sumaharjo 

tentang,  penetapan jasa kurir sistim perkantong dalam 

pengambilan darah. 

Bab IV Analisis penelitian, pada bab ini peneliti 

menganalisis dan memperoleh hasil dari pembahasan 

deskripsi objek penelitian. 

Bab V Penutup, pada bab ini peneliti menyimpulkan hasil 

penelitian yang memudahkan pembaca dalam memahami 

inti dari skripsi. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

A. Teori Ijārah 

1. Pengertian Ijārah 

Menurut bahasa kata  ijarah‟ berasal dari kata “al- 

ajru” yang berarti “al-iwadu” (ganti) dan oleh sebab itu “ath-

thawab”atau (pahala) dinamakan ajru (upah).
14

 

Lafal al-ijarah‟ dalam bahasa arab berarti upah, sewa, 

jasa, atau imbalan. Al-ijarah‟ merupakan salah satu bentuk 

muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti 

sewa-meyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-

lain.
15

 

Ijarah‟ menurut arti lughat adalah balasan, tebusan, 

atau pahala. Menurut syara‟ berarti melakukan akad 

mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain 

dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah 

ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula.
16

 

Secara terminology, ada beberapa definisi al-ijarah‟ 

yang dikemukakan para ulama fiqh. Menurut ulama 

Syafi‟iyah, ijarah‟ adalah akad atas suatu kemanfaatan 

dengan pengganti.
17

 Menurut Hanafiyah bahwa ijarah‟ adalah 

akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang di ketahui 

dan di sengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
18

 

Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah, ijarah‟ adalah 

menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam 

waktu tertentu dengan pengganti. Selain itu ada yang 

                                                     
14 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah (terjemahan), Ahli Bahasa Kamaluddin A. 

Marzuki, Jilid. XII (Bandung: Al-Ma’arif, 2014),203. 
15 Syamsul Hilal, "Urgensi ijarah’ dalam prilaku ekonomi masyarakat," 

Jurnal Asas,  Volume 5 No 1 (2013): 
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article /view/1692. 

16 Syaifullah Aziz, Fiqih Islam Lengkap,377. 
17 Syafe’i, Fiqih Muamalah,121. 
18 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah,114. 
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menerjemahkan ijarah‟ sebagai jual beli jasa (upah- 

mengupah), yakni mengambil mengambil manfaat tenaga 

manusia, yang ada manfaat dari barang. 

Menurut Syafi‟i Antonio, ijarah‟ adalah akad 

pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui sewa 

tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu 

sendiri.
19

 

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya wakaf, 

Al- ijarah‟ syirkah mengemukakan, Ijārah secara bahasa 

berarti balasan atau timbangan yang diberikan sebagai upah 

atas pekerjaan. Secara istilah ijarah‟ berarti suatu perjanjian 

tentang pemakaian atau pemungutan hasil suatu benda, 

binatang atau tenaga manusia. Misalnya menyewa rumah 

untuk tinggal, menyewa kerbau untuk membajak sawah, 

menyewa manusia untuk mengerjakan suatu pekerjaan dan 

sebagainya.
20

 

Menurut Gufron A. Mas‟adi dalam bukunya Fiqh 

muamalah kontekstual mengemukakan, ijarah‟ secara bahasa 

berarti upah dan sewa jasa atau imbalan. Sesungguhnya 

merupakan transaksi yang memperjualbelikan suatu harta 

benda. 

Menurut Helmi Karim, ijarah‟ secara bahasa berarti 

upah atau ganti atau imbalan, karena itu lafadz ijarah‟ 

mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas 

kemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau 

upah karena melakukan aktifitas.
21

 Dalam arti luas, ijarah‟ 

bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu 

dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu, hal 

ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda, bukan 

menjual„ain dari suatu benda itu sendiri. 

 

                                                     
19 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: 

Gema Insani Press, 2001),177. 
20 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat,24. 
21 Helmi Karim, Fiqih Muamalah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

1997),113. 
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Ada perbedaan terjemahan kata ijarah‟ dari bahasa 

arab ke bahasa Indonesia, antara sewa dan upah juga ada 

perbedaan makna operasional. Sewa biasanya digunakan 

untuk benda, seperti seorang mahasiswa menyewa kamar 

untuk tempat tinggal selama kuliah, sedangkah upah 

digunakan untuk tenaga, seperti karyawan yang berkerja di 

pabrik di bayar gajinya (upahnya.) satu kali dalam dua 

minggu, atau sekali dalam sebulan, dalam bahasa arab upah 

dan sewa disebut ijarah‟. Dalam konteks substansi 

pembahasan ini yang dimaksud dengan ijarah‟ adalah upah. 

Definisi upah menurut Undang-undang No 13 tahun 2003 

tentang ketenagakerjaan tercantum pada Pasal 1 ayat 30 yang 

berbunyi : 

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan 

dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari 

pengusaha atau pemberi kerja kepada perkerja/buruh yang 

ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, 

kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk 

tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu 

pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.
22

 

Menurut Dewan Peneliti Perubahan Nasional, upah adalah 

suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada 

penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan 

akan di lakukan, befungsi sebagai jaminan kelangsungan 

hidup layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau 

dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu 

persetujuan, undang-undang dan peraturan yang di bayarkan 

atas suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima. 

Menurut PP No. 5 tahun 2003 upah memiliki hak pekerja 

yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai 

imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan 

atau jasa yang telah dilakukan ditetapkan dan dibayarkan 

menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan ,atau peraturan 

perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan 

                                                     
22Kemenperin, Undang-undang Ketenagakerjaan Lengkap, 2 ed. 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 5. 
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keluarganya. Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa upah adalah suatu bentuk hak pekerja untuk 

mendapatkan imbalan yang bernilai dalam bentuk uang yang 

dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau jasa yang 

telah ditetapkan menurut persetujuan dan kesepakatan atas 

dasar perjanjian kerja. 

 

2. Dasar Hukum Ijārah 

Hukum ijarah‟ dapat diketahui dengan mendasarkan 

pada teks-teks Al-Qur’an, Hadist-hadist Rasulullah, dan Ijma‟ 

ulama fikih sebagai berikut: 

a. Berdasarkan Al-Qur’an 

Dalam Al-Qur’an ketentuan tentang upah tidak 

tercantum secara terperinci. Akan tetapi pemahaman upah 

dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat, seperti 

ditemukan dalam QS Al-Baqarah:233, An-Nahl:97, Al-

Kahfi:30, Az-Zukhruf:32, At-Thalaq:6 Dan Al-Qasas:26 

sebagaimana di bawah ini : 

1) Al-Qur’an Surah Al- Baqarah Ayat 233. 

ُّتَُِّ  تُ يُرْضِعْنَ اَوْلََدَىُنَّ حَوْميَِْْ كََمِليَِْْ مِمَنْ اَرَادَ اَنْ ً وَاموَْالِدٰ

ضَاعةََ  وَعلَََ اممَْوْموُْدِ لََُ رِزْكيُُنَّ وَنِسْوَتُُُنَّ بِِممَْعْرُوْفِ لََ  امرَّ

ىَا وَلََ  ةٌ بِوَلَدِ ُ حُكَََّفُ هفَْسٌ اِلََّ وُسْعَيَا  لََ ثضَُاۤرَّ وَالِدَ  مَوْموُْدٌ لََّ

هِ وَعلَََ امْوَارِثِ مِثلُْ ذٰلَِِ  فاَِنْ اَرَادَا فِصَالًَ عَنْ حرََاضٍ  بِوَلَدِ

ا  ضِعُوْٓ ْ اَنْ جسَْتََْ مَا وَاِنْ اَرَدْتُُّّ نَُْمَا وَجشََاوُرٍ فلَََ جُناَحَ علَيَِْْ مِّ

ا اٰ  ثيَتُُْْ بِِممَْعْرُوْفِ وَاثَّلُوا اَوْلََدَكُُْ فلَََ جُناَحَ علَيَْكُِْ اِذَا سَلَّمْتُُْ مَّ

َ بِمَا ثعَْمَلوُْنَ بصَِيٌْْ  َ وَاعْلمَُوْا اَنَّ الّلّٰ  الّلّٰ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya 

selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui 

secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung 

nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. 
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Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. 

Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya 

dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena 

anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu 

pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan 

persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, 

maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu 

ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka 

tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran 

dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah 

dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang 

kamu kerjakan.(Q.S. Al-Baqarah (2) : 233). 

Ayat tersebut menerangkan bahwa setelah 

seseorang memperkerjakan orang lain hendaknya 

memberikan upahnya. Dalam hal ini menyusui adalah 

pengambilan manfaat dari orang yang dikerjakan. 

Jadi, yang dibayar bukan harga air susunya melainkan 

orang yang dipekerjakannya. 

 

2) Al-Qur’an Surah An-Nahl Ayat 87. 

نْ ذَنَرٍ اَوْ اُهثْٰٰ وَ  لَ صَامِحًا مِّ ىُوَ مُؤْمِنٌ فلَنَُحْيِينََّوُ حَيٰوةً مَنْ عََِ

بَةً  ُمْ اَجْرَهُُْ بَِِحْسَنِ مَا كََهوُْا ًعَْمَلوُْنَ  ظَيِّ وَمنََجْزِينَََّ  

“Barang siapa mengerjakan kebajikan sekecil apa 

pun, baik dia laki-laki maupun perempuan, dalam 

keadaan beriman dan dilandasi keikhlasan, maka 

pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang 

baik di dunia dan akan Kami beri dia balasan di 

akhirat atas kebajikannya dengan pahala yang lebih 

baik dan berlipat ganda dari apa yang telah mereka 

kerjakan”.(Qs An-nahl (16) : 87)  

Ayat diatas menjelaskan tidak ada 

diskriminasi upah dalam Islam, jika mereka 
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mengerjakan pekerjaan sama, dan Allah SWT akan 

memberikan imbalan yang setimpal dan lebih baik 

dari apa yang mereka kerjakan.  

Ayat ini bersifat random yang dimana bisa 

digunakan sebagai dasar hukum dalam Upah 

mengupah. Karna dalam ayat ini terdapat anjuran 

untuk memberikan upah yang sesuai dengan 

persepakatan dengan musyawarah. 

 

3) Al-Qur’an Surah Al- kahfi Ayat 30. 

لوُا يْنَ اٰمَنوُْا وَعََِ ِ لِحٰتِ اِنََّّ لََ هضُِيْ  اِنَّ الََّّ عُ اَجْرَ مَنْ امصّٰ

لًَ   اَحْسَنَ عَََ

“Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan 

kebajikan, Kami benar-benar tidak akan menyia-

nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan 

yang baik itu.” (Q.S. Al-Kahfi (18): 30). 

Ayat di atas menegaskan bahwa balasan 

terhadap pekerjaan yang telah dilakukan manusia 

pasti Allah akan membalasnya dengan adil. Allah 

tidak akan berlaku dzalim dengan menyia-nyiakan 

amal hambanya. 

4) Al-Qur’an Surah Az-Zukhruf Ayat 32. 

ِّمَ  اَهُُْ  تََُ  ًلَْسِمُوْنَ رَحَْْتَ رَب عِيْش َ نُ كسََمْنَا بيَنََْمُْ مَّ مْ فِِ نََْ

هيَْا وَرَفعَْنَا بعَْضَيمُْ فوَْقَ بعَْضٍ دَرَجٰتٍ مِيَّخَّخِذَ بعَْضُيُمْ  امحَْيٰوةِ الدُّ

رِيًّا  مَعُوْنَ بعَْضًا سُُْ ا يََْ مَّ ِّمَ خَيٌْْ مِّ  وَرَحَْْتُ رَب

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat 

Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan 

mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah 

meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang 

lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat 
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memanfaatkan sebagian yang lain.” (Q.S. Az-

Zukhruf (43): 32). 

Lafadz “Sukhriyyan” yang tepat dalam ayat 

di atas bermakna saling menggunakan. Namun 

pendapat Ibnu Katsir dalam buku Pengantar Fiqih 

Muamalah karangan Diyamuddin Djuwaini, lafaz ini 

diartikan dengan supaya kalian saling 

mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan 

atau yang lain. Terkadang manusia membutuhkan 

sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain, 

dengan demikian orang tersebut bisa mempergunakan 

sesuatu itu dengan cara melakukan transaksi, salah 

satunya adalah dengan ijarah‟ atau upah-mengupah.
23

 

 

5) Al-Qur’an Surah At- Thalaq Ayat 6. 

وْىُ  جْدِكُُْ وَلََ ثضَُاۤرُّ نْ وُّ نَّ اَسْكِنوُْىُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُُْْ مِّ

لُوْا علَيَِْْنَّ  لٍ فاََهفِْلُوْا علَيَِْْ  مِخُضَيِّ نَّ حَتّّٰ ًضََعْنَ وَاِنْ نُنَّ اُومٰتِ حَْْ

ليَُنَّ  بيَْنكَُِْ مِرُوْا وَأِثَ   فاَٰثوُْىُنَّ اُجُوْرَىُنَّ فاَِنْ اَرْضَعْنَ مكَُِْ  حَْْ

ضِعُ لََُ اُخْرٰىوَاِنْ  بِمَعْرُوْفٍ  تُُّْ فسََتَُْ  ثعََاسََْ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu 

bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan 

janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 

menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-

istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka 

berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka 

melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan 

(anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada 

mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu 

(segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui 

                                                     
23 Diyamuddin Djuwaini, Pengantar Fikih Muamalah (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2008),154. 
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kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan 

(anak itu) untuknya.” (Q.S. At-Thalaq (65): 6). 

 

6) Al-Qur’an Surah Al- Qosas Ayat 26 

خأَجِِرْهُ  خأَجَِرْتَ املَْوِيُّ كاَمتَْ اِحْدٰىُهمَا يًَّٰبتَِ اس ْ اِنَّ خَيَْْ مَنِ اس ْ

 الََْمِيُْْ 

“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu 

berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai 

pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling 

baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) 

ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.” (Q.S. 

Al-Qasas (28): 26). 

Ayat-ayat ini berkisah tentang perjalanan 

Nabi Musa As bertemu dengan putri Nabi Ishaq, salah 

seorang putrinya meminta Nabi Musa As untuk di 

sewa tenaganya guna mengembala domba. Kemudian 

Nabi Ishaq mengatakan bahwa Nabi Musa As mampu 

mengangkat batu yang hanya bisa diangkat oleh 

sepuluhorang, dan mengatakan “karna sesungguhnya 

orang yang paling baik yang kamu ambil bekerja 

(pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat di 

percaya. Cara ini menggambarkan proses penyewaan 

jasa sesorang dan bagaimana pembiayaan upah itu 

dilakukan. 

 

b. Berdasarkan Hadist 

Hadist-hadist Rasulullah Saw yang membahas 

tentang ijarah’ atau upah mengupah di antaranya 

diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa 

Nabi bersabda : 

سُوْلُ اِلله صَلَ اُلله علَيَْوِ  رَ كاَلَ, كاََل امرَّ بْنُ عََُ عَنْ عَبْدِ الله ا 

بْنُ مَاجَة( فَّ عَرَكوَُ )رَوَهُ ا  َ أُعْطُ الَْْجِيَْْ أجْٓرَهُ كبَْلَ أَنْ يََِ  وَسَلََّّ
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“Ðari Abdullah bin „Umar ia berkata: telah bersabda 

Rasulullah berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya 

kering”. (HR. Ibnu Majah.24 

Terdapat juga pada Hadist riwayat Abd Razaq 

dari Abu Hurairah Rasulullah Saw bersabda: 

وَ عَنْ أَبِىْي سَعِيْدِ امخُْدْرِىِّ رَضَِِ اُلله عَنْوُ كاَلَ: مَنِ اْس خَأجَِرَ 

ا فلَيْسَُمِّ لََُ أُجْرَثوَُ. ) زَاقُ وَفِيْوِ اْهلِعَاعُ وَ وَصَلََُ أَجِيًْْ رَوَهُ عَبْدُ امرَّ

 امبَْيْحَلِى مِنْ ظَرًِقِْ  أَبِِ حَنِيْفَةُ(

Barang siapa yang meminta untuk menjadi 

buruh, beritahukanlah upahnya”.(HR.Abd Razaq dari 

Abu Hurairah)25 

Dalam hadist riwayat Ahmad dan Abu Daud dari 

Sa‟d ibn Abi Waqqash, ia berkata : 

َ كاَلَ: مَا  بْنِ وَكاَصٍ أَنَّ رَسُوْلُ اِلله صَلََّ اِلله علَيَْوِ وَسَلََّّ
ّ
عَنْ سَعِدٍ ا

ا جَيًْْ  َ  لٍ عَََ  نْ مِ  كََُ أًِ َ  نْ ا من أَ أَكَََ أَحَدَ ظَعَامًا كعَا  بَِ امنَّ  نْ أَ وَ  هِ دِ ً

َ  لِ عَََ  نْ مِ  كََُ أًِ َ  نَ كََ  دَ اوُ  دَ الله  (يارِ خَ مبُ اْ  اهُ روَ )َ وِ ًْ دِ ً

“tidaklah seseorang memakan makanan itu lebih baik di 

banding jika ia memakan dari jerih payahnya sendiri 

Sesunggunya Nabi Daud sealalu makan dari hasil 

keringatnya sendiri.” (HR Bukhori)
26

 

 

 

                                                     
24 Muhammad bin Yazid Abu Abdullah al-Qazwiniy, Sunan Ibnu Majah, III 

(Beirut: Dar Al-Fikr, 2004),200. 
25 Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al- 

Ja’fai, Shahih Bukhori, Juz VIII (Beirut: Maktabah Syamilah Isdaa, 2004),131. 
 
26 Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al- Ja’fai, 

Shahih Bukhori, 132. 



 

 

 

26 

c. Berdasarkan Ijma’ 

Para ulama sepakat bahwa ijarah‟ itu dibolehkan 

dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah 

kesepakatan (ijma‟) ini.28 Jelaslah bahwa Allah SWT 

telah mensyariatkan ijarah‟ ini yang tujuannya untuk 

kemaslahatan umat, dan tidak ada larangan untuk 

melakukan kegiatan ijarah‟. 

Jadi, berdasarkan nash Al-Qur‟an, Sunnah 

(hadis) dan ijma‟ tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa 

hukum ijarah‟ atau upah mengupah boleh dilakukan 

dalam islam asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan 

syara‟. 

 

3. Rukun Dan Syarat Ijarah’ 

a. Rukun Ijarah’ 

Menurut Hanafiyah, rukan dan syarat ijarah’ 

hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul, yaitu pernyataan 

dari orang yang menyewa dan meyewakan. Sedangkan 

menurut jumhur ulama, Rukun-rukun dan syarat ijarah’ 

ada empat, yaitu Āqid (orang yang berakad), sighat, 

upah, dan manfaat. Ada beberapa rukun ijarah’ di atas 

akan di uraikan sebagai berikut: 

1) Āqidain (dua orang yang berakad) 

Orang yang melakukan akad ijarah‟ ada dua 

orang yaitu mu‟jir dan mustajir. Mu‟jir adalah orang 

yang memberikan upah atau yang menyewakan. 

Sedangkan Musta‟jir adalah orang yang menerima 

upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa 

sesuatu. Bagi yang berakad ijarah‟ di syaratkan 

mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad 

sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. 

Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad 

disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya 

berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang 

yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum 
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dapat membedakan baik ataupun buruk , maka akad 

menjadi tidak sah.
27

 

2) Sighat Akad 

Yaitu suatu ungkapan para pihak yang 

melakukan akad berupa ijab dan qabul adalah 

permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang 

yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam 

mengadakan akad ijarah‟. 

Dalam Hukum Perikatan Islam, ijab 

diartikan dengan suatu pernyataan janji atau 

penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau 

tidak melakukan sesuatu.
28

 Sedangkan qobul adalah 

suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang 

berakad pula (musta’jir) untuk penerimaan kehendak 

dari pihak pertama yaitu setelah adanya ijab. 

Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab-

qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam 

ijarah‟ harus menyebutkan masa atau waktu yang 

ditentukan.
29

 

3) Ujroh (upah) 

Ujroh yaitu sesuatu yang diberikan kepada 

musta’jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil 

manfaatnya oleh mu’jir. Dengan syarat hendaknya : 

a) Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena 

ijarah‟ akad timbal balik, karena itu iijarah‟ 

tidak sah dengan upah yang belum diketahui. 

b) Pegawai khusus seperti hakim tidk boleh 

mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia 

sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. 

Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti 

                                                     
27 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah (terjemahan), Ahli Bahasa Kamaluddin A. 

Marzuki, 205. 
28 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di  Indonesia (Jakarta: Prenad 

Media Group, 2005),63. 
29 Syaifullah Aziz, Fiqih Islam Lengkap,378. 
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dia mendapat gaji dua kali dengan hanya 

mengerjakan satu pekerjaan saja. 

c) Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan 

penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap 

manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus 

lengkap.
30

 

4) Manfaat 

Di antara cara untuk mengetahui ma’qud 

alaih (barang) adalah dengan menjelaskan 

manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan 

jenis pekerjaan jika ijarah‟ atas pekerjaan atau jasa 

seseorang. 

Semua harta benda boleh diakadkan ijarah‟ 

di atasnya, kecuali yang memenuhi persyaratan 

sebagai berikut: 

a) Manfaat dari objek akad sewa-menyewa harus 

diketahui secara jelas. Hal ini dapat dilakukan, 

misalnya dengan memeriksa atau pemilik 

memberika informasi secara transparan tentang 

kualitas manfaat barang. 

b) Objek ijarah‟ dapat diserahterimakan dan 

dimanfaatkan secara langsung dan tidak 

mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. 

Tidak dibenarkan transaksi ijarah‟ atas harta 

benda yang masih dalam penguasaan pihak 

ketiga. 

c) Objek ijarah‟ dan manfaatnya tidak bertentangan 

dengan Hukum Syara‟. Misalnya menyewakan 

VCD porno dan menyewakan rumah untuk 

kegiatan maksiat tidak sah. 

d) Objek yang disewakan manfaat langsung dari 

sebuah benda. Misalnya, sewa rumah untuk 

                                                     
30 Muhammad Rawwas Al-Ahji, Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab 

(Jakarta: Grafindo persada, 1999),178. 
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ditempati, mobil untuk dikendarai, dan 

sebagainya. Tidak dibenarkan sewa-menyewa 

manfaat suatu benda yang sifatnya tidak 

langsung. Seperti, sewa pohon mangga untuk 

diambil buahnya, atau sewa-menyewa ternak 

untuk diambil keturunannya, telurnya, bulunya 

ataupun susunya. 

e) Harta benda yang menjadi objek ijarah‟ haruslah 

harta benda yang bersifat isty‟mali, yakni harta 

benda yang dapat dimanfaatkan berulangkali 

tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan 

pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda 

yang bersifat istihlaki adalah harta benda yang 

rusak atau berkurang sifatnya karna pemakaian. 

Seperti makanan, buku tulis, tidak sah ijarah‟ 

diatasnya. 

 

b. Syarat Ijarah’ 

Menurut M. Ali Hasan syarat-syarat ijarah‟ 

adalah :
31

 

1) Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah 

baligh dan berakal (Mazhab Syafi‟i Dan Hambali). 

Dengan demikian apabila orang itu belum atau 

tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila 

menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh 

(tenaga dan ilmu boleh disewa), maka Ijarah‟ nya 

tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan 

maliki bahwa orang yang melakukan akad, tidak 

harus mencapai usia baligh , tetapi anak yang telah 

mumayiz pun boleh melakukan akad Ijarah‟ 

dengan ketentuan disetujui oleh walinya. 

2) Kedua belah pihak yang melakukan akad 

menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad 

                                                     
31 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Jakarta: PT 

Gravindo Persada, 2004),  227. 
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Ijarah‟ itu, apabila salah seorang keduanya 

terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah. 

3) Manfaat yang menjadi objek Ijarah‟ harus 

diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi 

perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak 

jelas. Maka, akad itu tidak sah. 

4) Objek Ijarah‟ itu dapat diserahkan dan 

dipergunakan secara langsung dan tidak ada 

cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqih sepakat 

mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu 

yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan 

langsung oleh penyewa. Umpamanya rumah atau 

took harus siap pakai atau tentu saja sangat 

bergantung kepada penyewa apakah dia mau 

melanjutkan akad itu atau tidak, sekiranya rumah 

itu atau toko itu disewa oleh orang lain maka 

setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan 

oleh orang lain. 

5) Objek Ijarah‟ itu sesuatu yang dihalalkan oleh 

syara. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat 

bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak 

boleh menyewa orang untuk membunuh 

(pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan 

rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi 

(pelacuran). Demikian juga tidak boleh 

menyewakan rumah kepada non-muslim untuk 

tempat mereka beribadat. 

 

4. Macam-Macam Ijarah’ 

Ijarah‟ terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai 

berikut : 

1) Ijarah‟ atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. 

Dalam ijarah‟ bagian pertama ini, objek akadnya 

adalah manfaat dari suatu benda. 

2) Ijarah‟ atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah . 
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Dalam ijarah‟ bagian kedua ini, objek akadnya adalah 

amal atau pekerjaan seseorang. 

Al-ijarah‟ yang bersifat manfaat, umpamanya 

adalah sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan 

perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang 

dibolehkan syara‟. untuk dipergunakan, maka para ulama 

fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-

menyewa. 

Al-ijarah‟ yang bersifat pekerjaan ialah dengan 

cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu 

pekerjaan. Al-ijarah‟ seperti ini, hukumnya boleh apabila 

jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang 

jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu. Al-

ijarah‟ seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti 

menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang 

bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang 

yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, 

seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. 

Kedua bentuk ijarah‟ terhadap pekerjaan ini menurut 

ulama fiqh hukumnya boleh. 

 

5. Hukum Ijarah’ Atas Pekerjaan 

Ijarah‟ atas pekerjan atau upah mengupah adalah 

suatu akad ijarah‟ untuk melakukan suatu perbuatan 

tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, 

mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin 

cuci atau kulkas dan sebagainya. Orang yang melakukan 

pekerjaan disebut ajir atau tenaga kerja. 

Ajir atau tenaga kerja ada dua macam, yaitu : 

a. Ajir (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja 

pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hali ini ia 

tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orangyang 

telah mempekerjakannya. Contohnya, seseorang yang 

bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang 

tertentu. 
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b. Ajir (tenaga kerja) musytarak, yaitu orang yang 

bekerja untuk lebih darisatu orang sehingga mereka 

bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya. 

Contohnya, tukang jahit, notaries, dan pengacara. 

Hukumnya adalah ia (ajir musytarik) boleh bekerja 

untuk semuaorang, dan orang yang menyewa 

tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada 

orang lain . ia (ajir musytarik) tidak berhak atas upah 

kecuali dia bekerja. 

 

6. Berakhirnya Akad Ijarah’ 

Para ulama fiqh meyatakan bahwa akad al-ijarah‟ 

akan berakhir apabila: 

a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau 

baju yang di jahitkan hilang. 

b. Tenggang waktu yang di sepakati dalam akad al-ijarah‟ 

telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, 

maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan 

apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang maka ia 

berhak menerima upahnya. 

c. Pembatalan akad. 

d. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada 

tangan penyewa. 

e. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah 

menjadi runtuh dan sebagainya. 

f. Rusaknya barang yang diupahkan (ma‟jur „alaih), 

seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan. 

g. Menurut Mazhab Hanafi, akad berakhir apabila salah 

seorang meninggal dunia, karena manfaat tidak dapat 

diwariskan. Berbeda dengan Jumhur ulama, akad tidak 

berakhir (batal) karena manfaat dapat diwariskan. 

h. Menurut Hanafiyah, boleh fasakh ijarah‟ dari salah satu 

pihak seperti yang menyewa toko untuk dagang, 

kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia 
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dibolehkan memfasakhkan sewaan itu. 

 

7. Ujrah  

Salah satu tolong menolong dalam kehidupan 

manusia dalam lingkup Muamalah adalah upah-mengupah 

(ujrah). Upah dalam Fiqih dapat didefinisikan sebagai 

harta yang harus dibayarkan pada pekerja.
32

 Upah (Ujrah) 

termasuk juga dalam ijarah’ dikarenakan secara sederhana 

diartikan dengan “transaksi manfaat atau jasa dengan 

imbalan tertentu”. Bila yang menjadi objek transaksi 

adalah manfaat atau jasa dari benda disebut ijarah’ al-ain 

atau sewa-menyewa, seperti menyewa rumah untuk 

ditempati, bila yang menjadi objek transaksi adalah 

manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut ijarah’-al-

zimmah atau upah mengupah seperti upah menjahit 

pakaian. Keduanya disebut dengan satu istilah dalam 

literatur arab yaitu ijarah’.
33

 

Upah mengupah bisa juga disebut dengan ijarah‟ 

ala-al- a‟mal yakni jual beli jasa yang biasanya berlaku 

dalam beberapa pekerjaan seperti menjahit rumah dan lain 

sebaginya. Secara etimologi al-ujrah berasal dari kata al- 

ajru yang berarti al-„Iwadh/penggantian, dari sebab itulah 

ats-Tsawabu dalam konteks pahala dinamai juga al- 

ajru/upah.
34

 

Secara istilah, ada beberapa definisi ujrah atau 

ijarah‟ menurut para ulama mazhab.
35

 

a. Al-Hanafiyah, ujrah atau ijarah‟ adalah akad atau 

transaksi manfaat dengan imbala. 

b. Ay-Syafi’iyah, adalah transaksi terhadap manfaat 

                                                     
32 Harir Muzaky dan Ahmad Sumanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan,” Jurnal Al-adalah, Volume 14 No 2 

(2017): https://media.neliti.com/media/publications/272078-none-0aefbd59.pdf 
33 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat.277 
34 Ibid.277 
35 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Jakarta: Gema Insani, 

2010),731-733. 
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yang dikehendaki secara jelas dari harta yang bersifat 

mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan 

tertentu. 

c. Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah, adalah pemilikan 

manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah 

selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan. 

d. Menurut Sayyid Sabiq, al-ujrah atau al-ijarah‟ adalah 

suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil 

manfaat dengan jalan memberi penggantian.
36

 

Dari berbagai definisi diatas dapat diartikan 

bahwa upah atau al-ujrah merupakan suatu pembayaran 

atau imbalan yang diberikan kepada seseorang atau suatu 

kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atas 

pekerjaan yang telah dilakukan. Ujrah atau upah 

merupakan Muamalah yang telah disyariatkan dalam 

Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah 

mubah atau boleh. Apabila dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan oleh syara‟, berdasarkan ayat 

Al-Qur’an, Hadis-hadis Nabi, dan ketetapan Ijma para 

Ulama. 

Kata upah dan jasa mempunyai titik singgung 

dalam dalam konsep upah-mengupah (ujrah) sebab jasa 

atau pelayanan yang diberikan seseorang dimaksudkan 

untuk mendapatkan upah atau bayaran. Bila jasa dalam 

bentuk tenaga untuk bekerja, harus jelas apa yang 

dikerjakan, dapat dikerjakan dan tidak dilarang agama 

untuk dikerjakan, bila yang diupahkan ia adalah 

pekerjaan yang tidak menentu, atau seseuatu yang tidak 

dapat dikerjakan seperti naik kepuncak menara tanpa alat, 

atau tidak boleh dikerjakan atau dilarang oleh agama 

seperti membunuh atau mencuri, maka transaksi tidak 

sah. 

Upah disini adalah hak pekerja yang diterima dan 

dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari 

                                                     
36 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat,277. 
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pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa 

yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan atau 

dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, 

atau peraturan perundang-undangan.
37

 Ukuran filosofis 

dari pengupahan adalah bahwa setiap pekerja tanpa 

memperbedakan jenis kelamin berhak untuk memperoleh 

penghasilan yang layak.
38

 Upah atau imbalan yang akan 

diberikan kepada orang yang telah bekerja dan telah 

memenuhi kewajibannya menyelesaikan pekerjaan yang 

diberikan mendapatkan upah yang wujudnya jelas, nilai 

dan ukurannya dan jelas pula waktu pembayarannya, bila 

tidak jelas wujudnya seperti hujan yang akan turun atau 

tidak jelas nilainya seperti sekarung rambutan yang tidak 

tentu harganya. 

Maupun tidak jelas ukurannya dan tidak jelas 

waktu pembayarannya, maka upah mengupah tidak sah. 
11

 Jasa diperlukan karena manusia membutuhkan tenaga 

atau keahlian orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. 

Adapun orang yang mempunyai suatu keahlian 

membutuhkan uang sebagai bayaran atas jasa yang 

dilakukunya. Philip kotler mendefinisikan jasa dengan 

sikap atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu 

pihak kepihak lain yang secara prinsip intangible dan 

tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun.
39

 

Menjual jasa kepada orang lain diperbolehkan 

dalam ajaran Islam. Sama hal-nya dengan penjualan 

barang dan komoditas, penjualan jasa diperbolehkan 

untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam 

kehidupannya. Sebagai makhluk sosial (zoon politicon) 

dan makhluk ekonomi (homo economicus), manusia 

senantiasa membutuhkan jasa orang lain. Tidak seorang 

pun manusia didunia ini yang mampu memenuhi 

kebutuhannya sendirian tanpa bantuan jasa orang lain.  

                                                     
37 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis,191. 
38 Ibid,196. 
39 Idris, Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadits Ekonomi),218. 
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Jual beli jasa, yang dikenal pula dengan upah-

mengupah, dalam kajian fiqh Islam terdapat dua 

bentuk, khusus dan umum. Yang berbentuk umum 

terjadi ketika seseorang menjual jasa kepada orang lain 

dalam waktu tertentu. Jika waktunya tidak tertentu dan 

tidak jelas batasannya, maka akadnya batal. Baik penjual 

maupun pembeli jasa dapat membatalkan akadnya sesuai 

kesepakatan. Penjual jasa tidak boleh bekerja pada orang 

lain pada waktu yang ditetapkan dalam akad dan ia 

mendapatkan bayaran bukan berdasarkan intensitas kerja, 

tetapi berdasarkan kontrak dalam waktu yang ditentukan. 

Jika salah seorang diantara keduanya 

membatalkan akad, maka transaksi jasa itu batal dengan 

sendirinya. Adapun yang bersifat umum terjadi ketika 

penjualan jasa dilakukan secara bersama-sama misalnya, 

beberapa orang bekerja sama-sama dalam suatu 

perusahaan. Dalam hal ini pembeli jasa tidak punya hak 

untuk melarang penjual jasa bekerja ditempat lain, 

misalnya seseorang yang bekerja paruh waktu, waktu 

pagi disuatu perusahaan dan sore harinya diperusahaan 

yang lain. 

Upah hanya dibayarkan berdasarkan kerja, 

bukan kontrak dalam waktu yang ditentukan karena 

memang tidak ditentukan masa berakhirnya.
40

 Ujrah atau 

upah adalah harga yang harus dibayar oleh pemilik 

pekerjaan kepada pekerjanya sebagai bayaran atas apa 

yang telah sebagai bayaran atas apa yang telah ia 

kerjakan. Adakalanya itu dibayar dengan uang. Juga 

harus diketahui kadar dan sifat pekerjaanya, seperti 

perkataan pemilik pekerjaan pada pekerja, “aku 

memperkerjakanmu untuk pekerjaan ini dengan bayaran 

sekian perak”. Harus jelas pula diketahui materi yang 

dikerjakan seperti pakaian, makanan, dan sebagainya. 

Juga harus ditentukan jenis dan kuantitas pekerjaan. 

                                                     
40 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid III (Beirut: Dar Al-Fikr, 2003),146. 
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Sebab, jika tidak diketahui, maka pemberian upah 

menjadi batal. 
41

 

Di syartiatkan bahwa upah itu merupakan 

kewajiban pemilik pekerjaan. Karenanya tidak sah jika 

membayar upah kerja dari harta orang lain kecuali 

dengan seizinnya. Ini sebagaimana di syaratkan bahwa 

alat-alat pembayaran upah harus merupakan sesuatu yang 

diperbolehkan. Karenanya tidak sah menjadikan narkoba 

serta barang- barang terlarang dan haram sebagai alat 

pembayaran. 

Adapun ujrah yang mentransaksikan suatu 

pekerjaan dari seorang pekerja ataupun buruh harus 

memenuhi beberapa persyaratan berikut: 

a. Jenis batas waktunya 

Pembuatan tersebut harus jelas batas waktu 

pekerjaanya, misalnya bekerja menjaga rumah 

selama satu malam atau satu bulan. Dan harus jelas 

jenis pekerjaany, misalnya pekerjaan menjahit baju, 

memasak, dan sebagainya.
42

 

b. Bukan yang asalnya memang kewajiban 

Perbuatan yang menjadi objek ijarah’ atau 

ujrah tidak berupa pekerjaan yang telah menjadi 

kewajiban pihk pekerja sebelum berlangsungnya 

akad ijarah’. Seperti  kewajiban membayar hutang, 

mengembalikam, pinjaman, menyusui anak, dan 

lain-lain. 

c. Biaya 

Dari segi uang atau ongkos ujrah atau 

ijarah’, harus memenuhi syarat berikut:  

 

 

                                                     
41 Baqir Sharief Qorashi, Keringat Buruh (Jakarta: Penerbit A-lhuda, 

2007),163. 
42Ahmat Sarwat, Ensiklopedia Fikih Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 2018),122.  
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1) Mal mutaqawwin 

Upah harus berupa mal mutaqawwin, 

yaitu harta yang  halal untuk dimanfaatkan dan 

besarnya harus disepakati secara jelas oleh 

kedua belah pihak. Memperkerjakan buruh 

dengan upah makan merupakan contoh upah 

yang tidak jelas krena mengandung unsur 

jahalah (ketidakpastian). Ujrah seperti ini 

menurt jumhur ulama selain al-malikiyah 

adalah tidak sah. Sedangkan fukaha al-

malikiyah menetapkan keabsahan ujrah tersebut 

sepanjang ukuran upah yang dimaksud dapat 

diketahui berdasarkan kebiasaan.
43 

2) Upah berbeda dengan obejek pekerjaan 

Upah harus berbeda dengan objek 

pekerjaanya menyewa rumah dengan upah 

rumah atau mengupah suatu pekerjaan dengan 

pekerjaan serupa merupakan ujrah yang tidak 

memenuhi syarat hukumnya tidak sah karena 

bisa mengantarkan dengan riba. 

 

B. Transfusi Darah dan Transaksi Penyediaan Darah 

1. Transfusi Darah dan Hukumnya dalam Hukum Islam  

Transfusi Darah (blood transfusion) ialah 

memindahkan darah dari seseorang kepada orang lain 

untuk meyelamatkan jiwanya.
44

 Pelayanan transfusi darah 

adalah upaya pelayanan kesehatan yang meliputi 

perencanaan, pengerahan dan pelestarian pendonor darah, 

penyediaan darah, pendistribusian darah, dan tindakan 

medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan 

penyembuhan dan pemulihan kesehatan. 

Transfusi Darah tidak bisa lepas dari kegiatan 

                                                     
43 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah (Jakarta: Amzah, 2015),381. 
44 Ahsin W. Alhafidz, Fikih Kesehatan (Jakarta: Amzah, 2010),137. 
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donor darah yang berdasarkan istilah adalah orang yang 

menyumbangkan darahnya untuk ditransfusikan darahnya 

secara sukarela dengan tujuan dan misi yang luhur yaitu 

amal kemanusiaan semata guna menyelamatkan jiwa 

sesama manusia tanpa mengharapkan imbalan. 

Islam sedemikian telah menjelaskan tentang boleh 

dan tidaknya darah manusia dilakukan transfusi, donor, 

ataupun jual beli. Hal semacam itu tidak hanya didasarkan 

pada dalil yang kuat namun juga dalam dunia medis telah 

dijelaskan sedemikian rupa mengenai hal tersebut. 

Kaidah Fiqhiyah yang dijadikan pegangan untuk 

membolehkan transfusi darah tanpa mengenal batas agama 

dan sebagainya, adalah:  

ُ فِ   لُ صْ الَْْ  لََّ بِدَمِيْلٍ لََ امَ عَ مُ  امْ فِ  طِ وْ  اامُُّّ
ّ
بَِحَةُ ا

ّ
تِ امحِْلُّ وَ اْلَ  

 “Pada prinsipnya segala sesuatu itu hukumnya boleh 

(mubah), kecuali kalau ada dalil yang 

mengharamkannya”45 

Dalam khazanah Al-Qur‟an maupun hadis, tidak 

ditemukan satu ayat atau hadis pun yang secara eksplisit 

atau dengan nash yang jelas melarang transfusi darah, 

maka berarti transfusi darah diperbolehkan, bahkan 

perbuatannya sebagai donor darah itu ibadah jika 

dilakukan dengan niat mencari ridha Allah dengan jalan 

menolong jiwa sesama manusia. 

Seorang Muslim Boleh Saja Mentransfusikan 

Darahnya Untuk Seorang Nonmuslim, Dan Sebaliknya 

Demi Menolong Dan Memuliakan Harkat Dan Martabat 

Manusia. Donor Dianjurkan Jika Membawa Manfaat Bagi 

Pendonor Dan Orang Didonor Atau Tidak Meninggalkan 

Pengaruh Bahaya Apa Pun Bagi keselamatan pendonor 

dan membawa manfaat bagi kesehatan orang yang   didonor. 

                                                     
45Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram Dan Penjelasannya,  

t.t, 563. 
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Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1980 

tentang Transfusi Darah. Sebagaimana alasannya 

disebutkan hal-hal sebagai berikut:
46

 

a. Usaha transfusi darah adalah merupakan bagian dari 

tugas pemerintah dibidang pelayanan kesehatan 

rakyat dan merupakan suatu bentuk pertolongan 

yang sangat berharga kepada umat manusia. 

b. Berdasarkan ilmu pengetahuan kedokteran, satu-

satunya sumber darah yang paling aman untuk 

keperluan transfusi darah adalah darah manusia. 

c. Pada waktu ini banyak diselenggarakan usaha 

transfusi darah dengan pola yang bermacam-macam, 

yang dapat membahayakan kesehatan baik terhadap 

para peyumbang maupun pemakai darah. 

Namun setelah itu terjadi perubahan dalam 

peraturan tersebut. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 

1980 tentang Transfusi Darah diubah menjadi Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2014 

tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, 

dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah yang menjelaskan 

tentang pelayanan darah dan transfusi darah bahwa: 

1) Pelayanan darah adalah upaya pelayanan kesehatan 

yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan 

dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk 

tujuan komersil. 

2) Pelayanan Transfusi Darah adalah upaya pelayann 

kesehatan yang meliputi perencanaan, pengerahan 

dan pelestarian pendonor darah, penyediaan darah, 

pendistribusian darah, dan tindakan medis 

pemberian darah kepada pasien untuk penyembuhan 

penyakit dan pemulihan kesehatan. 

Hal diatas telah dijelaskan bahwa dalam Hukum 

                                                     
46CST Kansil, Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1991),23. 
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Positif memperbolehkan kegiatan transfusi darah karena 

bertujuan menyelamatkan jiwa manusia tanpa 

mengharapkan imbalan ataupun tujuan komersil. 

Dalam proses transfusi darah Departemen 

Kesehatan menyediakan pelayanan kesehatan yaitu 

Palang Merah Indonesia (PMI) yang bertugas menangani 

masalah penyediaan darah. Di dalam PMI sendiri 

terdapat Departemen khusus yang menangani masalahan 

transfusi darah dan penyediaan darah yang sering disebut 

dengan Unit Transfusi Darah (UTD) 

 

2.  Maqosyid As- Syari’ah 

Bila ditinjau dari segi Maqosyid-As-syari‟ah, 

peraktik pengambilan darah sistim perkantong ini dapat 

menyelamatkan nyawa manusia , yang mana salah satu dari 

Asasul Khomsah Fi Maqosyid As-Syari‟ah  yaitu hifdz nafz 

(Menjaga / Memelihara Jiwa), dalam hal ini sang kurir ingin 

mempermudah jalannya pengambilan darah untuk para 

pasien yang membutukhan darah. 

Jasa kurir darah ialah ujrah (upah) atas jasa 

transportasi yang telah dilakukan dengan mengantarkan 

darah kepada resepien. Prinsip kemaslahatan pada pihak 

resepien ini bisa disebut dengan kebutuhan primer, bila 

tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan terancam 

keselamatan manusia. Dilihat dari urgensi ini jasa kurir 

darah untuk kegiatan bermuamalah diperbolehkan selama 

kedua belah pihak (aqidain) tidak dirugikan satu sama lain. 

Namun lain halnya jika salah satu pihak merasa dirigukan 

maka sudah jelas haram hukumnya. Selama peraktik jasa 

kurir pengambilan darah ini tidak ada paksaan, intimidasi 

dan kebohongan maka sah-sah saja, Segala bentuk transaksi 

ijarah’  harus jujur dan keterbukaan terutama soal 

pengupahannya, ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW : 

 ْ وَ عَنْ أَبِِ سَعِيْدٍ امخُْدْرِي رَضَِِ اُلله عَنْوُ أَنَّ امنَّبَِ صَلََّ اُلله علَيَْوِ وَسَلََّّ
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ا فلَيْسَُمِّ لََُ أَجْرَثوَُ.) رَوَاهُ عَبْدُ امرَزَا قُ(. كاَلَ : مَنِ  خَاْجَر اَجِيًْْ اس ْ  

“Dari Abu Sa‟id Al Kudri Radliyallaahu 'anhu Nabi 

Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda barang siapa 

mempekerjakan para pekerja maka tentukanlah 

upahnya.(Hr. Abdul Rozaq)”  

Upah merupakaan suatu yang sakral dalam 

transaksasi ijarah’ bila ada unsur gharar di dalamnya maka 

sudah jelas maka akad ijarah’ transaksi jasa kurir 

pengambilan darah ini batal dan haram hukumnya.. 

 

3. Transaksi Penyediaan Darah Menurut Hukum Islam 

Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua 

pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan 

dengan kehendak syari‟at. Tidak boleh ada kesepakatan untuk 

menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan 

dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.
47

 

Transaksi yang menggunakan akad ijarah‟ (sewa-

menyewa/upah- mengupah) akan sah apabila rukun ijarah‟ 

terpenuhi. Rukun ijarah‟ ada tiga, yaitu akad (ijab dan 

kabul), mu‟jir (orang yang memberikan upah dan 

meyewakan), dan musta‟jir (orang yang menerima upah 

untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu) dan ujrah 

(upah). Berbeda dengan ijarah‟, transaksi yang dilakukan 

dengan tidak mengambil keuntungan komersial disebut akad 

tabarru‟. Akad tabarru‟ dilakukan untuk tujuan tolong 

menolong dalam rangka berbuat kebajikan. Dalam transaksi 

ini, pihak yang melakukan tidak berhak mensyaratkan imbalan 

apa pun kepada pihak yang lain. Tetapi dalam praktiknya 

dibolehkan pihak yang melakukan untuk meminta sesuatu 

sekedar untuk menutupi biaya yang dikeluarkan untuk dapat 

dilakukannya akad tabarru‟ tersebut. 

 

                                                     
 47 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam,114. 
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Namun lain hal jika transaksi dilakukan dengan 

mengambil keuntungan komersial yang disebut akad jual beli. 

Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua barang ataua benda 

mengandung najis tidak boleh diperjualbelikan, misalnya 

kotoran binatang atau sampah-sampah yang mengandung najis 

boleh diperjualbelikan sebatas kegunaan barang bukan untuk 

dikonsumsikan atau dijadikan sebagai makanan.  Hal ini 

sebagaimana pendapat Sayid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah 

bahwa diperbolehkan seorang penjual menjual kotoran dan 

sampah-sampah yang mengandung najis oleh karena sangat 

dibutuhkan untuk keperluan perkebunan, dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan perapian dan juga dapat digunakan sebagai 

pupuk tanaman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

barang-barang yang mengandung najis, arak, dan bangkai 

dapat dijadikan sebagai objek jual beli asalkan pemanfaatan 

barang-barang tersebut bukan untuk keperluan bahan makanan 

atau dikonsumsikan. 

Pada dasarnya, pendonoran itu mengharuskan 

adanya pemindahan hak manusia kepada orang lain tanpa 

timbal balik dan pendonoran terhadap anggota badan manusia 

mengaharuskan pengguguran hak pendonor terhadap anggota 

tubuhnya dan rela untuk dipindahkan kepada orang yang 

didonorinya. Maka dari itu, untuk sampai pada masalah ini, 

kita harus memahami dulu penjelasan tentang macam-macam 

hak dalam syariat Islam dan kaidah-kaidah perlakuan 

terhadapnya, baik dengan cara pemindahan ataupun 

pengguguran, serta macam-macam hak yang berkaitan dengan 

jasad manusia dari sudut pandang syariat.
48

 

Jika kita telah mengetahui masalah ini dalam batas-

batas syariat, maka kita dapat mengambil istinbath hukum 

global tentang pendonoran anggota badan manusia, dengan 

menerapkan kaidah-kaidah perlakuan terhadap hak, baik 

dengan cara pemindahan maupun penjatuhan, yang berkaitan 

dengan jasad manusia serta mengetahui syarat-syarat yang 

                                                     
48Munirul Abidin, Fikih Kedokteran (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 

2001),166. 
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harus dipenuhi untuk melaksanakan hukum tersebut. 

Melakukan perbuatan seperti ini merupakan 

perbuatan yang mulia. Islam tidak melarang seseorang muslim 

atau muslimah menyumbangkan darahnya untuk tujuan 

kemanusiaan bukan komersialisasi, baik darah disumbangkan 

secara langsung kepada orang yang membutuhkan, 

misalnya untuk anggota keluarga sendiri, ataupun diserahkan 

kepada Palang Merah, atau Bank darah yang disimpan untuk 

menolong orang yang memerlukan. 

Penerima sumbangan darah tidak disyaratkan harus 

sama dengan pendonornya mengenai agamanya, bangsa, dan 

sebagainya. Karena menyumbangkan darah dengan ikhlas 

adalah termasuk amal kemanusiaan yang sangat dihargai dan 

dianjurkan oleh Islam, sebab dapat menyelamatkan jiwa 

manusia. 

Dalam hal ini Allah telah berfirman dalam QS. Al-Ma‟idah 

(5): 32 

يْعًا َّمَا أَحْيَا امنَّاسَ جََِ  وَمَنْ أَحْيَاىَا فكََََّ ه

 “Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang 

manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara 

kehidupan manusia semuanya.”(Qs. Alma”idah (5):32). 

Untuk menghindari mafsadah (bahaya) dan 

memperoleh mashlahah (manfaat), baik bagi pendonor 

darah maupun bagi penerima darah, sudah tentu transfusi 

darah itu harus dilakukan setelah melalui pemeriksaan 

yang teliti terhadap kesehatan keduanya, terutama 

kesehatan donor darah harus benar- benar bebas dari 

penyakit menular yang dideritanya, seperti penyakit AIDS. 

Dengan demikian, bahwa persyaratan dibolehkannya 

transfusi darah itu khususnya berkaitan dengan medis. 

Persyaratan medis itu harus dipenuhi, karena 

adanya kaidah-kaidah    hukum Islam sebagai berikut: 

a.  الضرر يزال (Adh- Dhararu Yuzalu) Bahaya harus 

dihilangkan/ dicegah Misalnya : Bahaya kebutaan harus 
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dihindari dengan berobat ataupun sebagainya. 

b. الضررلا يزال بالضرار ( Adh-Dhararu La Yuzalu Bi Adh- 

Dharari) Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan 

bahaya yang lain yang lebih besar bahayannya. 

Misalnya :  seseorang yang memerlukan 

transfusi darah karena kecelakaan lalulintas, atau 

operasi tidak boleh menerima transfusi darah dari 

orng yang menderita AIDS dikarenakan akan 

mendatangkan bahaya yang lebih besar. 

c. لا الضررولا ضرار (laa dhararu wa la dhirara) tidak 

boleh membuat mudarat kepada dirinya sendiri dan 

tidak pula membuat mudarat kepada orang lain. 

Misalnya: seorang pria yang impoten (lemah syahwat) 

atau terkena AIDS tidak boleh kawin sebelum 

sembuh. Demikian pula orang yang masih hidup tidak 

boleh menyumbangkan ginjalnya kepada orang lain. 

Mengingat semua jenis darah termasuk darah 

manusia itu najis kecuali barang najis yang ada 

manfaatnya bagi manusia, seperti kotoran hewan untuk 

pupuk. Hanafi dan Zhahiri mempunyai pendapat yang 

lebih tegas lagi, bahwa Islam membolehkan jual beli 

barang najis yang ada manfaatnya, seperti kotoran hewan, 

maka secara analogis (qiyas) mazhab ini membolehkan 

jual beli darah manusia, karena besar sekali manfaatnya 

bagi manusia, yakni menolong jiwa sesama manusia yang 

memerlukan transfusi darah karena operasi, kecelakaan, 

dan sebagainya. 

Hukum akad-akad yang telah disebutkan adalah 

boleh selama tidak ada ketentuan hukum Islam yang 

melarangnya. Hal ini menjadi berbeda apabila beberapa 

akad tersebut terjadi dalam satu transaksi. Hukum 

terjadinya beberapa akad dalam satu transaksi ini masih 

menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama.  
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